CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029

TUJUAN DINAS :

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERDAYA SAING UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

INDIKATOR TUJUAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA
PERSENTASE DESA MANDIRI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2026-2029

l INDIKATOR KINERJA BASELINE‘ TARGET KINERJA
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
SASARAN STRATEGIS 1. : SASARAN STRATEGIS 2. : SASARAN STRATEGIS
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH A A A A A A A
1. NILATAKIP PERANGKAT DAERAH (81,00) | (81,00) | (81,00) | (82,00) | (82,00) | (82,00) | (83,00)
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 1.; INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2. : 32 56 64 72 80 88 9%
- 2. JUMLAH DESA MANDIRI . . . . " X 1
. N: N: N: N: N: N: N:
1 NnZ,Al l;\]:l(ll, 1; :I;:)Rg\;:(}]:[(:;‘ DE;ARI]ERAH NILAI KEMATANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH agari | Nagari | Nagari | Nagari | Nagari | Nagari | Nagari
) 3. NILAI KEMATANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH 100 80 80 85 85 920 920
Croscutting : Dinas Pertanian, Dinas Pevlkan:;:;&l'::‘sf,onlss:;k’;eﬁda ook, lll);r:s Koperasi, Crascutting Bapperhia) Setda dan Diskomints
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MENINGKATNYA USAHA EKONOMI MASYARAKAT NAGARI DAN MENINGKATNYA NILAI KEMATANGAN INOVASI INTERMEDIATEOUTCOME
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN PEMERINTAHAN NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN) PERANGKAT DAERAH 1 NILAI RE PERANGKAT DAERAH B B B B B B B
. : (66) (67) (68) (69) (69) (70) (70)
1. NILAI RB PERANGKAT DAERAH ; ﬁgggxﬁ:g igxgﬁmiﬁ:ﬁﬂ :ﬁg:ﬁ: z’:xfagﬁgﬁyﬁ?g;’ 1].)(;3;1\:&(::\41&51 1. PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI 1. PERSENTASE KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF
2. NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH : 2. PERSENTASE PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN NAGARI 2. PERSENTASE PENINGKATAN NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN) 1. PENGUATAN REGULASI
. 3. JUMLAH NAGARI YANG DIFASILITASI PERSIAPAN PEMEKARAN 2. NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH A A A A A A A
2. PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT - (@1.00) | (81,00) | (81,00 | (82,00) | (82,00) | (82,00) | (83,00)
o ) ) ' - N ) ) ) ) 3. PENGUATAN SISTEM INOVASI
ing : i i i i G + Diske fo, BKPSDM, B: ida dan Sek D: h Cr : BPKAD, KPPN dan Disk f G : Di dag, Sekr D: h, B: ida, D: h, d: N
R e roscutting : Diskominfo, apperida dan Seletarat Dacra roscutting an Diskominte roscutting ; Disperindag, Seletariat Daerah, Bapperida aere " e 4. INVESTASI DALAM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 3. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100%
5. PEMUTAKHIRAN KERANGKA KEBIJAKAN
6. PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH 4. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENETAPKAN SOP PELAYANAN 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100%
7. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8. INOVASI SOSIAL
MENINGKATKAN PELAYANAN INTERNAL MENINGKATNYA FASILITASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN MENINGKATNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGELOLA 9. GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN PEMBANGUNAN NAGARI NN T S oY AT WU e LT VD MENINGKATNYA KERJASAMA ANTAR NAGARI 5. JUMLAH NAGARI YANG DIFASILITASI PERSIAPAN PEMEKARAN 2 2 1 1 - - -
Croscutting : Bapperida, Setda dan Diskominfo 6. PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI 75% 80% 80% 85% 85% 90% 95%
[ TINGKAT KEPUASAN ASN TERHADAP } 1']‘)’SEEEIJ;‘;}?zi;sxg:;xﬁ*;‘;‘:ﬂgﬁ%ﬁmﬁ@rg2;_"w AKTU [ PERSENTASE NAGARI YANG MENYUSUN J [ 1. JUMLAH KERJASAMA YANG DISEPAKATI ]
PELAYANAN SEKTRETARIAT 2. JUMLAH PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG TERBENTUK
2. ]UMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI TERLIBAT APB NAGARI TEPAT WAKTU ] 7. PERSENTASE PENGELOLAAN ASET PEMERINTAHAN NAGARI 75% 75% 80% 80% 85% 85% 90%
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Croscutting : Inspektorat Daerah, BKPSDM, Diskominfo dan Sekretariat Daerah PEMBANGUNAN NAGARI Croscutting : BPKAD, Sekretariat Daerah dan KPPN Croscutting : Diskominfo, Disperindag, Bapperida, Dinas Pertanian, Dif Disdik, dan i Nagari 8. PERSENTASE KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF 7,74% 9,35% 11,29% | 12,90% | 14,52% | 16,13% | 17,74%
Croscutting[: Bapperida, DRUTH, DPERKIMTANLH) Disikesppkh cian DisdIk l 9. PERSENTASE PENINGKATAN NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI (PAN) 4,95% 7,69% 10,44% | 13,19% | 15,93% | 18,68% | 21,43%
[ MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DAN LEMBAGA ADAT NAGARI ]
MENINGKATKAN FASILITAS LAYANAN UMUM MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT PADA MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET 1. JUMLAH ANGGOTA LEMBAGA ADAT YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN ADAT DAN LIMBAGO ADAT
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN MUSRENBANG NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI 2.JUMLAH ANGGOTA LPMN YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT LAINNYA (KARANG TARUNA, KAN)
3. JUMLAH ANGGOTA PKK YANG MENGIKUTI DILKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS
1. PERSENTASE LAYANAN UMUM PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI 4. JUMLAH PENGELOLA POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS OUTPUT
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN FORUM MUSYAWARAH NAGARI DOKUMEN PENGELOLAAN ASET LENGKAP 5. JUMLAH DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERINVENTARISASI DAN TERIDENTIFIKASI
2. PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA 3 . 5 o ) . X 1. TINGKAT KEPUASAN ASN TERHADAP PELAYANAN SEKTRETARIAT Baik Baik Baik Baik | Sangat | Sangat | Sangat
YANG BAIK. Croscutting : Bapperida, DPUTR, DPERKIMTANLH, Dinkesppkb, Disdik dan Dinas Pertanian Croscutting : BPKAD dan Inspektorat Daerah Baik Baik Baik
Croscutting : Disdik, BKPSDM, Dinsos, Dil dan iat Daerah
Croscutting : Inspektorat Daerah, BKPSDM, Diskominfo, Sekretariat Daerah dan BPKPAD 2. PERSENTASE LAYANAN UMUM DPMD KAB. PESISIR SELATAN 90% 0% | 92% %% | 96% 98% | 100%
| MENINGKATNYA KOMPETENSI 3. PERSENTASE KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG BAIK 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
MENINGKATKAN KUALITAS SDM PEMERINTAHANINAGARI [ MEN'NG';Q;:;‘I‘N“:_:::?]::E :I;ARATUR MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT NAGARI
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN DAL L LA LR D AN AR IR 4. PERSENTASE PEMENUHAN ASN DPMD KAB. PESISIR SELATAN 75% 77% 79% 81% 83% 85% 87%
1. PERSENTASE PEMENUHAN ASN B NAUKUTLAJANG 1. JUMLAN APARATUR PENERINTAHAN NAGARIYANG 1. JUMLAH PENGURUS UEM DAN UPK YANG MENGIKUTI PELATIHAN
: BERPRESTASI/LOMBA NAGARI MENGIKUTI BIMTEK/DIKLAT/PELATIHAN :
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN 2. JUMLAH NAGARI YANG MENYUSUN PROFIL DESA 2. JUMLAH NAGARI Y, A A WANA 2. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI - PERSENTASE ASN HADIR TEPAT WAKTU 0% | 0% | 9 | 4% | 6% | 9% | 100%
2. PERSENTASE ASN HADIR TEPAT WAKTU
- — e - 6. PERSENTASE PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA ASN TEPAT WAKTU 95% 95% | 95% 95% | 95% 95% | 95%
3. Kg:sfgmfﬁi%%URUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA Croscutting : BKPSDM, Bapperida, D's"";i:'a’;":::'i:::;:"”m Diskominfo, Dinas Pertanian dan Croscutting : BKPSDM, Di Bapperida, Daerah, Bawaslu dan KPU Croscutting : Disperindag, Sekretariat Daerah, Bapperida, Daerah, dan Nagari
7. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN 90% 90% 929 949 96% 98% 100%
KEGIATAN YANG SELARAS DENGAN RENJA DAN RENSTRA DPMD KAB. PESISIR SELATAN
Croscutting : BKPSDM dan BPKPAD
MENINGKATNYA NAGARI MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN 8. PERSENTASE REALISASI KEUANGAN TERHADAP ALIRAN KAS DPMD KAB. PESISIR SELATAN 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100%
T GKATIEAN ROATAS YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI BUMNAG DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA [ MENINGKATNYA PERAN SERTA DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT ] 8 " : " B " :
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 9. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI MEMENUHI DOKUMEN PERENCANAAN 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95%
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN JUMLAH PEMERINTAHAN NAGARI JUMLAH PENGURUS BUMNAG DAN KP-SPAMS PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI GOTONG ROYONG PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU
PERSENTASE CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGARI YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK 10. JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN 1269 1260 1269 1260 1269 1269 1269
SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
YANG SELARAS DENGAN RENJA DAN RENSTRA Croscutting : BPN, Bapperida, Sekretariat Daerah, DPUTR dan DPERKIMTANLH Croscutting : Disperindag, Sekretariat Daerah, Bapperida, Daerah, dan i Nagari Croscutting : TNI/TMMD, Kepolisian, Satpol PP, DPUTR, DP! H dan Di dan Dinsos 11. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI FORUM MUSYAWARAH NAGARI 85% 85% 85% 90% 90% 90% 95%
DPMDPPKB KAB. PESISIR SELATAN
12. JUMLAH NAGARI YANG MENGIKUTI AJANG BERPRESTASI/LOMBA NAGARI 6 8 10 12 14 16 18
Gl e OB T e P DD KEGIATAN . PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
I SUB KEGIATA! MENINGKATNYA FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13.JUMLAH NAGARI YANG MENYUSUN PROFIL DESA 182 182 182 182 182 182 182
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
MENINGKATNYA REALISASI KEUANGAN 1. FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA ) 14, JUMLAH PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI PETA BATAS NAGART 102 o2 | 1z | 162 | 182 | 182 | 12
DPMDPPKE KAB. PESISIR SELATAN 2. FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
3. FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 1.JUMLAH KELEMBAGAAN PKK YANG AKTIF DAN DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI POKJA PKK 15, PERSENTASE NAGARI YANG MENYUSUN APB NAGARI TEPAT WAKTU 0w | ssw | 6o | esw | 70% | 75% | sow
[ PERSENTASED‘;EB“:;LS;‘;Lﬁ%“ﬁgag&'ﬁﬁgﬁ; ALIRAN KAS } 4. PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 2. JUMLAH KELEMBAGAAN POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG AKTIF - 8 g 8 g 8 * t
. 5. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 16. PERSENTASE PEMERINTAHAN NAGARI YANG MEMILIKI DOKUMEN PENGELOLAAN ASET 75% 75% 80% 0% a5% 85% 90%
Croscutting : BPKPAD dan Inspektorat Daerat 6. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Croscutting : Dinkesppkb, Dinsos, Diskoperindag, Disdik, DPERKIMTANLH, Dinas Pangan, Kesbangpol dan Sekretariat Daerah LENGKAP
7. FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 17.JUMLAH APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGIKUTI BIMTEK/DIKLAT/PELATIHA 40 45 50 55 60 65 70
8. FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9. FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PROGRAM : PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 16, JUMLAH NAGARI YANG MELAKSANAKAKAN PILWANA i = o " - - i
KABUPATEN/KOTA 10. FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA KEGIATAN : FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA i
KEGIATAN :  PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI 11. PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD SUBKEGIATAN  : 19. JUMLAH PENGURUS BUMNAG DAN KP-SPAMS YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK 120 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
KINERJA PERANGKAT DAERAH 12. FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 1. FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA
SUBKEGIATAN  : 2. FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 20. JUMLAH KERJASAMA YANG DISEPAKATI I 2 I 26 s o -
1. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3. FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEGIATAN :  ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PROGRAM :  PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 21 JUMLAH PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG TERBENTUK . . . . . . .
SUBKEGIATAN  : KEGIATAN :  PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA
1. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22, TUMLAR ANGGOTA LEMBAGA ADAT YANG MENGIKUT! DIKLAT DAN BIMBINGAN ADAT DAN
2. PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH g 37 37 37 37 37 37 37
KEGIATAN : ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH 23. JUMLAH ANGGOTA LPMN YANG TI DIKLAT DAN KELEMBAGAAN
SUBKEGIATAN  : 1. IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT e ARARAT LAINNYA (KARANG TARUNA 1AM 264 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
1. PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 2. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, '
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH LPM DAN KARANG TARUUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 24, JUMLAH ANGGOTA PKK YANG MENGIKUT! DILKLAT DAN BIMBINGAN TEKNIS s s | 575 | s | ss | s7s | s7s
SUB KEGIATAN 3. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA PENDAPATAN ASLI DESA
KEGIATAN :  ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 4. FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT T e O\A POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG MENGIKUTIDIKIAT | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670
SUBKEGIATAN  : 5. FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 26 TUMLA DOKUMEN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG TERINVENTARISAS! DAN
BANGUNAN KANTOR TE'R]lDENTIFIKASI 37 37 37 37 37 37 37
2. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
3. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.JUMLAH PENGURUS UEM DAN UPK YANG MENGIKUTI PELATIHAN 30 30 30 30 30 30 30
4. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
5. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 28. JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI PENDAPATAN ASLI NAGARI 5 7 9 11 13 15 17
PERUNDANG-UNDANGAN
6. FASILITASI KUN]UNGAN TAMU 29. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIKUTI GOTONG ROYONG 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95%
7. PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
8. PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 30. JUMLAH KELEMBAGAAN PKK YANG AKTIF DAN DAPAT MELAKSANAKAN FUNGSI POKJA PKK 15 15 15 15 15 15 15
KEGIATAN :  PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN . 31. JUMLAH KELEMBAGAAN POSYANDU DAN POSYANDU TERINTEGRASI YANG AKTIF 670 670 670 670 670 670 670
1. PENGADAAN MEBEL
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN

1. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

KEGIATAN :  PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN

. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK
KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA
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